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ABSTRAK 

Mhd Harayan Hsb (2025) : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 

2015 tentang Pengendalian Pengawasan dan 

Penertiban Minuman Beralkohol di Kecamatan 

Barumun Kabupaten Padang Lawas Menurut 

Perspektif Fiqh Siyasah 

 

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh Implementasi peraturan daerah nomor 

07 tahun 2015 pentang Pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di 

Kecamatan  Barumun yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak 

Perda dinilai kurang optimal. Sebagaiman faktanya di daerah Kecamatan  Barumun masih 

banyak didapati masyarakat yang melanggar peraturan daerah tersebut. Oleh karena Itu 

perlu diteliti bagaimana penerepan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menerapkan 

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 di kecamatan Barumun serta bagaimana 

Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mana berlokasi di Kantor 

Satpol PP dan Kecamatan  Barumun. Sumber data yang digunakan sumber data primer 

yakni yang didapat langsung dari pihak Satpol PP, masyarakat dan data sekunder yakni 

data yang diperoleh melalui dokumen arsip Kantor Satpol PP tentang kondisi geografis 

dan demografi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif yang menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya dengan situasi di lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Nomor 07 Tahun 2015 

tentang Pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP di 

kecamatan  barumun dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu melakukan pembinaan, 

melakukan pengamatan (patroli), melakukan penindakan terhadap pelanggar. Namun 

upaya yang dilakukan belum maksimal dikarenakan kurangnya personil, sarana dan 

prasarana yang kurang memadai, terkendala anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, 

dan faktor ekonomi masyarakat. Tinjauan fiqih siyasah yang berkaitan dengan masalah 

ini adalah Siyasah Tanfiziyyah yang mana didapatkan hasil bahwa penerapan yang 

dilakukan oleh Satpol PP sesuai teori Al-Hisbah, yaitu melaksanakan tugas dan fungsi 

serta wewenangnya sesuai prinsif amar ma'ruf nahi munkar yaitu menyuruh kepada 

kebaikan dan mencegah dari keburukan. Namun upaya yang dilakukan oleh Satpol PP 

tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, meskipun demikian, dalam persfektif Fiqh 

Siyasah Tanfiziyyah apabila menghilangkan bahaya secara keseluruhan sulit untuk 

dilakukan, maka diwajibkan untuk menghilangkannya sebisa mungkin/sesuai 

kemampuan, karena paling tidak, dengan usaha tersebut bahaya itu dapat berkurang.  

 

Kata Kunci: Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, Minuman Bralkohol 
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KATA PENGANTAR 
 

حِيم حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya, 

sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul : 

“IMPLEMENTASI PERDA NO 07 TAHUN 2015 TENTANG 

PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN 

BERALKOHOL DI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG 

LAWAS” 

MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”, shalawat dan salam senantiasa 

dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat 

beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam sehingga dapat kita nikmati 

sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman. 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi 

sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum diFakultas Syariah dan 

Ilmu Hukum, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA Riau. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai 

kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah 

SWT, kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat 

dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu penulis patut 

menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

berbagai pihak karena sedikit banyaknya bantuan mereka semua telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Kemudian dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai 

pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima 

kasih yang setulusnya kepada:  

1. Untuk kedua orang tercinta Ayahanda Sam‟un Hsb dan Ibunda Hasna 

Mardiah Hsb Ibarat malaikat yang Allah turunkan kedunia. mereka telah 

berkorban moril dan materil dan selalu memberikan do‟a serta dorongan dan 

nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu 

pengetahuan. Terima kasih untuk adek perempuan saya Rafikah Marhani 

Hsb, Sakina Masruri Hsb, Marwah Aulia Hsb sebagai penyemangat untuk 

penulis. Segala hal baik yang penulis dapatkan sampai saat ini adalah berkat 

do‟a-do‟a yang setiap sujud dan menengadahkan tangan dari keluarga 

tercinta. Terima kasih sudah menjadi sosok terhebat yang tulus untuk penulis. 

2. Terimakasih Kepada Ibuk. Prof Hj Leny Nofianti, SE, MSi, Ak CA. selaku 

Rektor, Wakil Rektor I Bapak Prof. H.Raihani,M.Ed.,ph.D. Wakil Rektor II 

Bapak Dr. Alex Wenda,S.T.,M.Eng. Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris 

Simaremare, M.T. dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah 

memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Terimakasih Kepada Bapak Dr. H.Magrifah,MA selaku Dekan Fakultas 

Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis SH, MH sebagai 

Wakil Dekan I, Ibuk Dr. Nurnasrina, SE, M.SI sebagai Wakil Dekan II, dan 

Bapak  Dr. M.Alpi Syahrin SH, MH sebagai Wakil Dekan III Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau. 

4. Terimakasih Kepada Bapak Dr. Darmawan Indrajaya Mag, selaku Ketua 

Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak meluangkan waktunya 
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memberikan dukungan dan motivasi. 

5. Terimakasih Kepada Ibuk Martha Hasanah SH, MH selaku Sekretaris prodi 
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6. Terimakasih Kepada Bapak Dr.H.Ahmad Zikri S,ag MH. selaku Pembimbing 

I yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan 

kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis 

sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. 

7. Terimakasih Kepada Bapak Dr.Zulfahmi Nur M,ag. selaku Pembimbing II 

yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan 

kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis 

sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. 

8. Terima kasih Kepada Ibuk Dra. Hj. Irdamisraini,M.A. selaku Penasehat 

Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan 

skripsi penulis.. 

9. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) 

Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu 

pengetahuan kepada penulis. 

10. Terimakasih kepada Bapak kholid Banuaran Hasibuan selaku kasi penegakan 

dan hubungan antar lembaga Satpol PP Sibuhuan kecamatan Barumun 

kabupaten Padang Lawas. 

11. Terimakasih Kepada Keluaraga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), 

khususnya Hukum Tata (Negara Siyasah ) Kelas A angkatan 2020 yang telah 

banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku 

perkuliahan. 
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12. Teman-teman yang memberikan semangat serta motivasi untuk 

menyelesaikan skripsi. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak 

ditemukan kesalahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga skripsi 

ini bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para 

pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput 

dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai 

kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. 

Demi  kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati tercapainya

penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun 

Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

 

 

Pekanbaru,08  Desember 2025  

 Penulis 

 

 

 

 MHD HARAYAN HSB 

 NIM.12020411185 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pancasila sebagai Dasar Negara RI dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini terlihat dari isi Alinea ke-4 (Empat) 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Atau Ideologi Bangsa Indonesia (Pancasila).bahwa hal tersebut ditegaskan 

pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yaitu Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara berdasar 

atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan hak untuk mendapatkan 

Lingkungan yang sehat dalam kehidupan manusia merupakan Hak Asasi 

Manusia (HAM) yang dijamin dalam pasal 28 H Ayat (1) UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun  1945 yang menyatakan: 1 ”Setiap orang berhak 

Hidup Sejahtera Lahir Batin, bertempat tinggal,dan mendapatkan Lingkungan 

Hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan: 2 

Dan pada Sila Ke-2 (Dua)  Pancasila yaitu “Kemanusiaan Yang Adil Dan 

Beradab” mengandung arti mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan 

persamaan kewajiban antara sesama manusia dan menempatkan manusia 

sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk tuhan yang menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan serta bertingkah laku sesuai dengan adab dan norma yang 

berlaku  di masyarakat. 

 

                                                      
1
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1), 

Tentang Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa,Batang Tubuh UUD Negara RI. 
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Dalam hal ini titik fokus permasalahan, khususnya di Kabupaten 

Padang Lawas. Padang Lawas merupakan Daerah Otonom berdasarkan 

Undang-Undang RI No 38 Tahun 2007, Kabupaten Padang Lawas beribukota 

Sibuhuan terletak di Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan 

Provinsi Riau di sisi Timur dan Provinsi Sumatera Barat disisi Selatan. 

Keadaan masyarakat Kabupaten Padang Lawas khususnya di Kecamatan 

Barumun termasuk Penduduk yang Padat dan Ramai, karena berada di Pusat 

Ibukota.   

Walaupun Kecamatan Barumun terletak di Pusat Ibukota,akan tetapi 

tindak kriminal semakin marak-maraknya di Kecamatan tersebut dan 

masyarakat Padang Lawas sudah melanggar norma dan hukum yang berlaku. 

Salah satu perbuatan tindak kriminal yang sering dilakukan warga disana 

adalah masalah minuman keras/minuman beralkohol. Minuman 

keras/minuman beralkohol di daerah ini sudah sangat menjamur sekali, baik 

dari kalangan bawah sampai kalangan atas, bahkan Anak-Anak Sekolah sudah 

mulai mengenal akan perbuatan ini dan warung-warung minuman beralkohol 

yang tidak mendapat izin sudah banyak di Kecamatan Barumun Kabupaten 

Padang Lawas. Meskipun larangan, syarat, dan ketentuan Pidana tentang 

minuman beralkohol sudah di atur dalam peraturan daerah No 07 tahun 2015, 

tentang larangan pasal 3 ayat 1.setiap orang dilarang memproduksi, 

mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan mengoplos, 

menjual dan menyajikan minuman keras. pasal 3 ayat 2 setiap orang dilarang 

membawa minuman keras dan/atau membawa bahan baku minuman keras 
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dalam bentuk apapun. pasal 3 ayat 3 setiap orang dilarang meminum minuman 

keras kecuali di tempat yang diizinkan untuk menjual dan/Atau menyajikan 

minuman keras. 

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2), dan ayat (3) 

berlaku di Seluruh wilayah daerah. Pasal 4, larangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 Ayat (1), dikecualikan dalam hal untuk kepentingan Industri 

Jamu, obat-obatan, dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus 

untuk tujuan kesehatan atau pengobatan, dan tidak memabukkan, untuk 

kepentingan Hotel Berbintang, bar, Klub Malam. 

Sedangkan dalam Pasal 5, usaha minuman keras sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut 

:minuman keras yang memiliki kandungan Alkohol paling tinggi 546 (Lima 

Persen), Bagi Usaha Industri wajib memiliki Surat Izin Usaha Industri atau 

Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau Tanda Daftar Industri 

(TDI),Bagi usaha perdagangan wajib memiliki surat izin usaha perdagangan 

(SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras (SIUPMK) 

untuk Perdagangan minuman keras Golongan B dengan kandungan alkohol di 

atas 5  lima persen sampai dengan 20 dua puluh persen2 

a. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada Huruf B dan Huruf C yaitu 

Izin dari Menteri Peridustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia yang 

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,dan  

b. Bagi usaha untuk penyembuhan penyakit harus dilengkapi dengan : 

                                                      
2
 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No 07 Tahun 2015 Tentang 

Pengendaian,Pengawasn, dan Penertiban Minuman Beralkohol, Berita Daerah Kabupaten Padang 

Lawas Nomor 07. h. 3. 
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1. Surat keterangan Hasil Analisa dan Diagnosa dari Dokter dan atau Tenaga 

Ahli lainnya yang memiliki Komitmen Keahlian Ilmiah Dan Integritas Moral 

yang dapat dipertanggung jawabkan. 

2. Surat Registrasi dari Dinas Kesehatan di Daerah. 

Bab Vl Ketentuan Pidana, pada Pasal 22, yaitu: Setiap orang yang 

melanggar Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), diancam Pidana kurungan 

paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar 50.000.000,00 

(Lima Puluh Juta Rupiah). 

 Setiap orang yang melanggar Pasal 9, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Dan 

Pasal 13, diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda 

paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Tindak 

Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), adalah 

pelanggaran. 

Sedangkan dalam Pasal 23: minuman keras sebagai barang bukti 

pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) 

Dan Ayat (2), disita untuk dimusnahkan oleh Instansi atau petugas yang 

berwenang. 

Akan tetapi masyarakat Padang Lawas masih banyak yang melanggar 

isi Peraturan Daerah tersebut, adapun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh 

pihak Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam memerangi 

Penyakit Masyarakat, khususnya minuman keras/minuman beralkohol yang 

dilakukan melalui Satpol PP dan Polisi dengan melakukan razia di cafe-cafe, 

warung-warung tuak, Penginapan, hotel-hotel dan tempat-tempat karaoke. 
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Namun hal ini belum semaksimal mungkin, karena ada Faktor-Faktor tertentu 

dalam pelaksanaannya. 

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kecamatan Barumun 

Kabupaten Padang Lawas, Tim Gabungan dipimpin Kapolsek Barumun 

(Abdul Karim Siregar). Diwakili Kanit Binmas, Paisal Pulungan (Kanit Intel) 

bersama Kasatpol PP Kabupaten Padang Lawas, melakukan penyisiran di 

sembilan lokasi berbeda termasuk cafe dan warung tuak. Agus Saleh Saputra 

Daulay (Kasatpol PP) “mengatakan barang bukti yang kita dapatkan dengan 

menyita Puluhan Miras Jenis Bir Putih dan Hitam serta Tuak, hasil Operasi 

yang kita lakukan diamankan di Kantor Satpol PP Padang Lawas” sedangkan 

untuk warung tuak yang ditemukan minuman keras dia mengimbau , untuk 

dibuat Surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya kembali dan tidak 

membuka cafe dan usaha warung tuak atau menyediakan kinuman Keras 

lagi.3 

Kegiatan operasi dilaksanakan mulai pukul 9.30 WIB sampai pukul 

16.00 WIB. Hasil penyisiran tim gabungan di sembilan titik lokasi berbeda 

menemukan miras puluhan botol jenis bir putih dan hitam dan 5 jiregen 

berisikan tuak. Lokasi warung tuak yang dilakukan penyisiran diawali dari 

Desa Pancaukan, cafe jalur dua, warung tuak Banjar Kubur, warung tuak 

Lingkungan IV, sampai yang terakhir warung tuak Lingkungan VI Padang 

Luar . 

Dengan melihat masalah yang terjadi maka Pemerintah Daerah 

                                                      
3
 Agus saleh (Kasatpol PP Kabupaten Padang Lawas), Kecamatan Barumun, wawancara, 

Kecamatan Barumun, pada tanggal 28 November 2015 
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kabupaten Padang Lawas kembali menegaskan peraturan daerah no. 07 tahun 

2015 tentang Pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol. 

4
Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi maraknya tindakan Kriminal, akibat 

dari bahaya minuman keras/minuman beralkohol yang semakin menjamur 

dikalangan masyarakat Kabupaten Padang Lawas, khususnya Kecamatan 

Barumun pada saat ini. akan tetapi, walaupun sudah dilaksanakan Peraturan 

Daerah Kabupaten Padang Lawas No.07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, 

Pengawasan Dan Penertiban minuman beralkohol. namun tindak Kriminal 

seperti minuman keras/minuman beralkohol masih tetap ada dan masih marak-

maraknya di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sampai saat ini. 

Dalam tinjauan fiqih siyasah, meminum Khamar adalah perbuatan 

yang dilarang dan di Haramkan. Maka berpegang teguh kepada ajaran yang 

tertuang dalam kitab Suci Al- Qur‟an merupakan ciri seorang muslim. 

Artinya, dalam sebuah perilakunya ia harus bersikap dan bertingkah laku 

seperti ajaran Syariat. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang 

Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban minuman beralkohol  di Kabupaten 

Padang Lawas dan permasalahan di dalamnya perlu menaruh penekanan 

terhadap aspek kemaslahatan Umat/Rakyat. 

 Di samping untuk daerahnya itu sendiri karena Maqasid Syari‟ah 

dalam bentuk Kemaslahatannya kurang tercapai dengan optimal, belum 

terlaksana sesuai dengan Ajaran Agama Islam. 

 

                                                      
4
 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 tentang Pengendalian, 

Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol, Kabupaten Padang Lawas, tahun 2015. h 9. 
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Padahal Allah SWT befirman dalam QS.al-Maidah Ayat 90: 

                                     

             

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, sesunguhnya (Minuman) 

Khamar, Judi (Berkorban Untuk) Berhala, Mengadu Nasib Dengan 

Panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan Syetan. Maka 

jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan.5 

Setelah penegasan mengenai Dalil Al-Qur‟an yang menegaskan 

pentingnya Kemaslahatan Umat, maka dari Ayat diatas mengharamkan untuk 

bermabuk-mabukan atau Mengonsumsi Khamar. 

Pertama, meminum minuman keras termasuk dosa besar Allah 

menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 : 

                                 

                              

       

Artinya:  “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 

“Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat 

bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. 

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. 

Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, 

“(QS Al-Baqarah/2: 219). 

 

Kedua, larangan shalat dalam keadaan mabuk 

Larangan mengenai minuman keras juga disebutkan dalam surat An-

Nisa ayat 43 sebagai berikut: 

                                                      
5
 Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Cipta Media 

2010 ), cet. ke-3, h. 123 
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                                 

                              

                           

               

Artinya:  “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang 

kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang 

kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam 

keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu 

mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang 

dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, 

kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu 

dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. 

Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS 

An-Nisa/4: 43). 

 

Ketiga, meminum minuman keras menimbulkan permusuhan Allah 

menyebutkan di dalam ayat: 

                                    

                     

Artinya:  “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 

permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 

khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat 

Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan 

pekerjaan itu).” (QS Al-Maidah/5: 91). 

 

Keempat, Allah melaknat mereka yang minum minuman keras 

Di dalam suatu hadits disebutkan bahwa Allah melaknat peminum 

khamr dan penjualnya. 

هَا وَحَامِلهَاَ وَالمَْحْمُ  هَا وَمُعْتَصَِِ ُُ الخَْمْرَ وَشَارِبََاَ وَسَاقِيََاَ وَبََئعَِهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعاَصَِِ ِِ اَّللَّ ْْ َ ل
ل
َ ا ََ  ول

Artinya:  “Allah melaknat khamar (minuman keras), orang yang 

meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, 

pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil 

perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta 



9  

 

diantarkan.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar). 

 

Kelima, minuman keras tidak boleh di produksi 

Kerusakan hebat akibat minuman keras adalah menjadi induk dari 

segala keburukan. Ini seperti disebutkan di dalam hadits: 

ٍِ يَبنِكٍ  ٍْ أََسَِ ثْ ِ  سُئِمَ رَسُىلُ  –قَبلَ:  –رضي الله عُّ  –عَ ? قَبلَ:  –صلى الله عليه وسلم  –اََللَه زِ تتُهخَذُ خَلًّا ًْ ٍْ انَْخَ ”. لَ “عَ

 أخَْزَجَُّ يُسْهِى    –

Anas bin Malik radhiyallahu „anhu berkata, Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam pernah ditanya tentang khamar (minuman memabukkan) yang 

dijadikan cuka. Beliau bersabda, “Tidak boleh.” (HR. Muslim, no. 1983) 

 

Dan di Fokuskan paling Utama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah 

tersebut.Maka dari Latar Belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan 

suatu penelitian dan suatu kajian dengan judul: “Implementasi Peraturan 

daerah  No 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban 

mnuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas  

Menurut Fiqh Siyasah ”. 

B. Batasan Masalah 

 Untuk menghindari ke salah pahaman dan kekeliruan dalam 

Peneletian ini, maka dalam hal ini perlu adanya Pembatasan Masalah, adapun 

masalah yang akan diteliti adalah Pelaksanaan Perda No 07 Tahun 2015 

Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol di 

Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Fiqh     

Siyasah.
6
 

 

 

                                                      
6
 Syaikh Mahmud al-Mashri, Perkawinan Idaman, (Jakarta: Qisti Press, 2010), cet. ke-2, 

h. 428. 
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C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang di teliti adalah: 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang 

Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol di 

Kecamatan Barumun Kabupaten Padang lawas? 

2. Bagaimana persfektif Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan 

Penertiban Minuman beralkohol Di Kecamatan Barumun Kabupaten 

Padang Lawas? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas yang 

dapat di rumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan peran pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam 

pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol. 

b. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh siyasah pengendalian Pengawasan 

Dan Penertiban Minuman beralkohol. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah: 

a. Manfaat penelitian bertujuan sebagai bahan informasi ilmiah tentang 

Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol di 

Kabupaten Padang Lawas.
7
 

                                                      
7
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 

2010), cet. ke-16, h. 42 
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b. Manfaat praktis bertujuan untuk menambah dan memperluas wawasan 

dan pengetahuan serta menjadi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 

hukum. 
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A. Keranagka Teoris 

1. Tinjauan Umun Tentang Implementasi 

a. Definisi Implementasi: Proses penerjemahan keputusan kebijakan ke 

dalam tindakan operasional. 

b. Model Implementasi: Pilih model yang relevan, misalnya: 

1) Model George C. Edwards III (Pendekatan Top-Down): Meliputi 

empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan 

implementasi. 

 Komunikasi: Penyaluran informasi yang jelas dari pembuat 

kebijakan ke pelaksana. 

 Sumber Daya: Ketersediaan staf, anggaran, fasilitas, dan 

wewenang. 

 Disposisi (Sikap Pelaksana): Kesediaan, komitmen, dan 

orientasi pelaksana. 

 Struktur Birokrasi: Standar operasional prosedur (SOP) dan 

mekanisme kerja yang efektif. 

2) Atau Model Van Meter dan Van Horn: Mencakup tujuan dan 

sasaran, sumber daya, komunikasi dan koordinasi, serta kondisi 

lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. 

 

 

 

  BAB II
KAJIAN PUSTAKA 



13  

 

2. Peraturan Daerah (Perda) 

a. Definisi Perda: Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan 

bersama Kepala Daerah (Bupati/Walikota). 

b. Kedudukan dan Fungsi Perda: Sebagai instrumen otonomi daerah 

untuk menjalankan urusan pemerintahan. 

c. Mekanisme Implementasi Perda: Tahapan pelaksanaan, pengawasan, 

dan penegakan sanksi. 

3. Landasan Teori Fiqh Siyasah (Hukum Tata Negara Islam) 

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menilai 

Perda dari sudut pandang Islam. 

a. Konsep Dasar Fiqh Siyasah 

1) Definisi Fiqh Siyasah: Disiplin ilmu Islam yang membahas tatanan 

kenegaraan, pemerintahan, dan kebijakan publik berdasarkan 

syariat Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan umum). 

2) Ruang Lingkup Fiqh Siyasah: Mencakup Siyasah Dustūriyyah 

(konstitusi), Siyasah Māliyyah (ekonomi/keuangan), dan Siyasah 

Tanzhīmiyyah (administrasi/organisasi). 

3) Tujuan Fiqh Siyasah: Mencapai Maqāshid al-Sharī‟ah (Tujuan 

Dasar Syariat). 

b. Maqāshid al-Sharī‟ah (Tujuan Dasar Syariat) 

Ini adalah kriteria utama untuk menilai kebijakan publik dalam Islam. 

1) Lima Pokok Maqāshid: 
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o Hifzh al-Dīn (Memelihara Agama) 

o Hifzh al-Nafs (Memelihara Jiwa/Kehidupan) 

o Hifzh al-'Aql (Memelihara Akal) 

o Hifzh al-Nasl (Memelihara Keturunan) 

o Hifzh al-Māl (Memelihara Harta) 

2) Relevansi dengan Perda: Perda tentang minuman beralkohol 

memiliki relevansi kuat dengan Hifzh al-'Aql (memelihara akal) 

dan Hifzh al-Nafs (memelihara jiwa). 

4. Asas-Asas Kebijakan Islam 

a. Maslahah Mursalah: Menetapkan hukum atau kebijakan yang tidak 

diatur secara eksplisit dalam nash, namun sejalan dengan tujuan syariat 

(mencapai kemaslahatan umum). 

b. Sadd al-Dharā‟i‟: Tindakan pencegahan untuk menutup jalan yang 

dapat mengarah pada perbuatan haram atau kerusakan (mafsadah). 

Penerapan pengawasan dan penertiban Perda adalah bentuk dari Sadd 

al-Dharā‟i‟. 

5. Landasan Teori Minuman Beralkohol (Khamr) dalam Fiqh 

Teori ini digunakan untuk memberikan landasan syariat tentang 

substansi yang diatur dalam Perda. 

a. Konsep Khamr dan Hukumnya 

1) Definisi Khamr: Segala sesuatu yang memabukkan, yang 

menghilangkan kesadaran akal. 
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2) Dalil Hukum: Pengharaman khamr berdasarkan Al-Qur'an (QS. Al-

Maidah: 90-91) dan Hadis. 

مِ  ًَ ٍْ عَ ىُ رِجْس  يِّ يْسِزُ وَٱلََْْصَبةُ وَٱلْْسَْنََٰ ًَ زُ وَٱنْ ًْ ب ٱنْخَ ًَ ا۟ إَِه ٍَ ءَايَُىَُٰٓ أيَُّهَب ٱنهذِي
َٰٓ يََٰ

 ٌَ ٍِ فَٱجْتَُجِىُُِ نعَهَهكُىْ تفُْهِحُى
 ٱنشهيْطََٰ

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 

mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan 

itu agar kamu mendapat keberuntungan. 

 

3) Ijtihad Ulama: Kesepakatan ulama tentang keharaman khamr, baik 

sedikit maupun banyak. 

b. Sanksi (Hudūd) dan Tazir 

1) Hudūd Khamr: Sanksi cambuk (derajatnya berbeda-beda dalam 

mazhab) bagi peminum khamr. 

2) Ta'zīr: Hukuman yang kewenangannya diserahkan kepada 

penguasa (ulil amri) atau pemerintah daerah, yang tidak diatur 

secara pasti oleh syariat, untuk memberikan efek jera (misalnya 

denda atau kurungan dalam Perda). 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang hampir sama sudah 

dilakukan oleh penelitian lain relevan dengan masalah yang di teliti, oleh 

karena itu dapat dikemukakan beberapa penelitian lain pernah dilakukan 

sebagai berikut: 

1. Jurnal ini milik Lutfia Nafisatul Hanifah yang berjudul Faktor yang 

Mempengaruhi Konsumsi Alkohol dan Dampak Alkohol Terhadap 

Kesehatan Berdasarkan Teori Perilaku. Adapun hasil penelitian ini 
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Kurangnya pengetahuan, serta kurangnya memahami kebijakan dan aturan 

terkait minuman beralkohol membuat orang yang mengkonsumsi alkohol 

tidak mempedulikan dampak yang timbul serta ditambah dengan 

kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar membuat seseorang bisa 

menjadi pecandu alcohol dan melakukan tindakan diluar kontrol diri.
8
 

Persamaannya adalah membahas tentang minuman beralkohol kemudian 

perbedaannya yaitu jurnal ini membahas pengaruh mengkonsumsi 

minuman beralkohol dan skripsi saya membahas Implementasi peraturan 

daerah nomor 7 tahun 2015 tentang pengendalian, pengawasan dan 

penertiban minuman beralkohol. 

2. Jurnal ini milik Imran Sukiman dkk yang berjudul Analisis Faktor- Faktor  

Konsumsi Minuman Keras (Tuak Pahit) Pada Remaja Di Desa Buntu 

Tabang Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja. Adapun hasil 

penelitian ini adalah Pada Remaja di Desa Buntu Tabang Kecamatan 

Gandasil Kabupaten Tana Toraja mengkonsumsi minuman keras (tuak 

pahit) karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan dimana hasil penelitian 

ini menunjukkan kategori yang mendukung yaitu sebanyak 22 orang 

(59,5%), menurut jenis perilaku masuk dalam kategori yang mendukung 

yaitu sebanyak 22 orang (59,5%). Sedangkan kategori pelayanan 

kesehatan yang kurang baik sebanyak 19 (51,3%).9Persamaan ialah 

membahas minuman keras tapi fokus nya dalam kalangan remaja dan 

                                                      
8
 
8
 Lutfia Nafisatul Hanifah, Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Alkohol dan Dampak Alkohol 

Terhadap Kesehatan Berdasarkan Teori Perilaku, (Jurnal : Media gizi kesmas, 

 
9
 Imran Sukiman dkk, Analisis Faktor- Faktor  Konsumsi Minuman Keras 

(Tuak Pahit) Pada Remaja Di Desa Buntu Tabang Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja, 

(Jurnal Ilimiah Manusia dan Kesehatan, 2019) 
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perbedaannya adalah perbedaan lokasi yang di teliti. 

3. Jurnal ini milik Frans Yerkohok dkk yang berjudul Budaya Konsumsi 

Minuman Beralkohol (Studi Kasus Pada Masyarakat Moskona Di 

Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni Barat, Kabupaten Teluk Bintuni). 

Adapun hasil penelitian ini adalah Konsumsi minuman beralkohol 

memang datang dari luar dan berkembang menjadi sebuah kebiasaan pada 

masyarakat, dan masyarakat memaknai minuman beralkohol sebagai 

bentuk persaudaraan dan kekerabatan di antara kelompok masyarakat saat 

duduk bersama. Berbagai upaya yang dilakukan oleh elemen masyarakat 

seperti tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah sudah dilakukan seperti 

denda adat yang sangat tinggi kepada masyarakat yang melakukan perilaku 

menyimpang pasca mengkonsumsi minuman beralkohol, namun dalam 

kenyataannya tingkat kecelakaan dan perkelahian pasca konsumsi 

minuman beralkohol masih tetap tinggi.
10

 

Persamaannya adalah membahas tentang minuman beralkohon 

yang membedakan dengan skripsi saya ialah di jurnal ini cuman fokus 

pada yang mengkonsumsi saja akan tetapi punya saya meneliti tentang 

yang memproduksi minuman beralkohol. 

4. Jurnal ini milik Luqman Hadi Ramadhan dan Sofa Laela yang berjudul 

Pengendalian Peredaran Minuman Keras (Miras) Oleh Pemprov DKI 

Jakarta Dalam Kaitannya Dengan Gangguan Keamanan, Ketertiban 

                                                      
10

 
10

 Frans Yerkohok dkk, Budaya Konsumsi Minuman Beralkohol (Studi Kasus Pada 

Masyarakat Moskona Di Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni Barat, Kabupaten Teluk 

Bintuni), (Jurnal Ilmu sosial dan politik, 2020) 
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Masyarakat (Kamtibmas) Di DKI Jakarta. Adapun hasil penelitian ini 

adalah Yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan 

peredaran miras adalah melakukan razia terhadap peredaran miras illegal, 

melakukan penertiban terhadap penjual miras yang tidak sesuai dengan 

aturan, memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat 

peraturan yang lebih ketat dan menggalakkan sambang kepada masyarakat 

untuk menyampaikan himbauan agar menghindari pesta miras, serta 

mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2014.
11

 

Persamaannya adalah tentang minuman keras kemudian yang 

membedakan ialah di jurnal ini membahas tentang pengendalian saja 

sedangkan punya saya membahas tentang pengendalian, pengawasan dan 

penertiban. 

5. Jurnal ini milik Putri Faturahman Ismail dan Abdurrahaman Kader yang 

berjudul Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap 

Peredaran Minuman Beralkohol Tradisonal Di Kelurahan Rum, Kota 

Tidore Kepulauan. Adapun hasil penelitian ini adalah Peredaran minuman 

keras atau minuman beralkohol tradisinal di Kelurahan Rum, dalam 

perkembangan terakhir sangat pesaat  dan  tidak  terkontrol. Beredarnya 

munuman keras tradisonal, khusnya “Captikus” di Kelurahan Rum yang 

tidak terkontrole tersebut membuat dengan mudah para remaja atau anak 

                                                      
11

 Luqman Hadi Ramadhan dan Sofa Laela, Pengendalian Peredaran Minuman Keras 

(Miras) Oleh Pemprov DKI Jakarta Dalam Kaitannya Dengan Gangguan Keamanan, Ketertiban 

Masyarakat (Kamtibmas) Di DKI Jakarta, (Journal Evidence Of Law, 2020). 
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muda dengan mudah mendapatkannya. Dampak bukur dari para remaja 

yang telah mengkunsimsi minuman keras tradisonal tersebut adalah 

muncunya berbagai penyakit masyarakat seperti, perkelahian, mengganggu 

ketertiban umum, dan membuat keributan.
12

 

Persamaannya adalah terntang peredaran minuman beralkohol dan 

perbedaannya ialah di jurnal ini tentang tradisi kemudian punya saya 

tentang implementasi peraturan daerah. 

 

                                                      
12

 Putri Faturahman Ismail dan Abdurrahaman Kader, Peran Tokoh Masyarakat Dalam 

Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Tradisonal Di Kelurahan Rum Kota 

Tidore Kepulauan, (Journal Of Ethnic Diversity And Local Wisdom, 2023) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian. Penulisan ini 

termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian pengumpulan datanya di lakukan di lapangan, 

seperti pada di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi 

kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan18. Penelitian ini merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu 

peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau lisan dan 

perilaku orang-orang yang di amati. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian 

yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Sibuhuan 

Kabupaten Padang Lawas dan itu juga merupakan tempat berdomisilinya 

penulis, tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yaitu orang 
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pada latar penelitian yang di manfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini subjek 

penelitiannya antara lain: 

a. Pemerintah Sibuhuan bapak Fauzan Taufik, S.H bekerja sama dengan 

satpol pp dan Nahdatul Ulama lainnya. Pada penelitian ini penulis 

memilih lokasi penelitian di Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas dan 

itu juga merupakan tempat berdomisilinya penulis, tujuannya agar 

mempermudah jalannya penelitian. 

b. Warga masyarakat kecamatan barumun sebagai subjek penelitian yang 

terkena dampak langsung mengenai maraknya minuman beralkohol di 

cafe (tuak) oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah objek yang dijadikan penelitian atau yang 

menjadi titik penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek 

penelitian adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2015 

tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di 

Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Persfektif fiqih siyasah Persfektif 

fiqih siyasah. 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian (narasumber) adalah seseorang yang memiliki 

informasi mengenai objek penelitian tersebut, informan dalam penelitian ini 

yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber yang 

berjumlah 6 orang. 
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Dalam penelitian ini mengambil 6 orang infoman sebagai berikut. 

Tabel. 3.I 

Informan Penelitian 

No Nama Informan Keterangan Jabatan 

1 Agus Saleh Saputra Daulay, 

S.H., M.H 

Kasat/pa/ppk 

2 Wyldan Ansori,SH., M.Si Kabid Penegak Perda 

3 Kholid Banuaran Hasibuan 

S.Pd 

Kasi penegakan dan hubungan antar 

lembaga  

4 Sahban  Pemilik kedai tuak 

5 Amir hamzah  Kepala lingkungan VI 

 

E. Sumber Data 

Terkait masalah dan pendekatan yang digunakan, penelitian ini pada dasarnya 

menggunakan dua sumber data yaitu lapangan kepustakaan dan dokumen. Tipe 

datanya adalah: 

1. Data Primer adalah merupakan suatu data yang diperoleh langsung dari lapangan. 

Data primer adalah data yang berasal sumber asli atau pertama. Data ini tidak 

tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. 

2. Menurut Sugiyono, Data sekunder merupakan data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data ini biasanya digunakan untuk 

melengkapi data primer. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh penelitian ini maka perlu beberapa cara atau metode 

penelitian, antara lain sebagai berikut: 

1. Observasi secara umum, observasi adalah metode pengumpulan informasi atau 

data melalui pencatatan yang sistematis dari pengamatan dan fenomena yang 

diamati. Dengan kata lain, pengamatan dilakukan untuk memperoleh informasi 

tentang perilaku pengamat yang sebenarnya. Dengan cara ini, melalui kegiatan 
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observasi, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan 

sosial yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Pengamatan sangat diperlukan 

ketika pengamat tidak memiliki banyak informasi tentang masalah yang diselidiki 

sehingga bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah. 

2. Wawancara menurut Nazir adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau 

pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interviewguide (panduan wawancara). 

G. Analisis Data 

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis 

Deskriptif Kualitatif, dimana analisis ini menggunakan objek penelitian 

berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. 20Proses Analisis 

Data dalam Penelitian ini adalah dimulai dari menelaah kajian yang tersedia 

dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian 

mengadakan reduksi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang 

diteliti. 

H. Metode Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan adalah: 

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, 

yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati 

dengan alat indra peneliti. 

Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 
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2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman mengenai skripsi ini penulis dapat 

Memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan penulis 

sampaikan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan peraturan 

daerah 07 tahun 2015 tentang larangan menyajikan minuman keras pada pesta café di 

Kecamatan Barumun, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan 

Menyajikan Minuman Keras Pada cafe di Kecamatan Barumun  Kabupaten 

Padang lawas belum dilaksanakan scara optimal disebabkan karena kurangnya 

penegakan hukum yang dilakukan pemerintah di Kecamatan Barumun mengenai 

larangan menyajikan minuman keras pada café yang telah di atur dalam peraturan 

daerah Kabupaten Padang Lawas nomor 07 tahun 2015 tentang pengendalian, 

pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol. Hal ini disebabkan, 

menyajikan kemudian memperjual belikan menuman keras di café. 

2. Adapun Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 

2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada café di Kecamatan 

Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut: 

a. Kekuatan budaya dan tradisi, masyarakat menganggap mengkonsumsi 

minuman keras merupakan kebiasaan yang wajar, kebiasaan mengonsumsi 

minuman keras dilingkungan masyarakat merupakan hal yang sudah biasa 

dilakukan khususnya pada café. Tidak ada larangan yang dilakukan 

masyarakat terhadap orang yang mengkonsumsi minuman keras, bahkan 

terkesan membiarkan masyarakat untuk mengkonsumsi minuman tersebut, 

sehingga bisa diuraikan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras telah 

menjadi tradisi dalam masyarakat Kecamatan Barumun , khususnya pada cafe 
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B. Saran  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, perlu kiranya peneliti memberikan 

beberapa saran atas permasalahan yang terjadi, diantaranya yaitu: 

1. Bagi masyarakat supaya meninggalkan kebiasaan buruk mengkonsumsi minuman 

beralkohol yang dijadikan tradisi pada café. 

2. Bagi tokoh agama dan tokoh adat supaya berkontribusi membantu pemerintah 

dalam mensosialisasikan larangan menyajikan minuman keras pada café. 

3. Bagi pemerintah supaya lebih memperhatikan masyarakat yang mengkonsumsi 

minuman keras dengan melakukan sosialisasi dan razia dan memberikan sanksi 

administrasi bagi masyarakat yang melanggar peraturan daerah yang telah 

ditetapkan di Kecamatan Barumun. 
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